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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis sampai pada beberapa kesimpulan berdasarkan penelitian

yang telah dipaparkan pada uraian bab-bab sebelumnya, yaitu sebagai berikut:
1. Pada masa Rasulullah SAW, narkotika belum ditemukan; meskipun
demikian, mereka ditempatkan dalam kategori yang sama dengan khamr;
bahkan, narkotika dianggap lebih berbahaya daripada khamr. Istilah
"narkotika" tidak disebutkan secara langsung baik dalam al-Qur'an
maupun al-Hadits jika dikaitkan dengan konteks Islam. Hanya kata khamr
yang disebutkan dalam salah satu dari dua sumber hukum Islam. Namun
menurut teori ushul figh, jika suatu hukum belum ditentukan status
hukumannya, maka masalah tersebut dapat diselesaikan dengan metode
giyas atau dengan menggunakan analogi hukum. Oleh karena itu,
keberadaan khamr disamakan dengan keberadaan narkotika. Metode giyas
adalah metode yang digunakan ketika ada perbuatan seseorang yang
perbuatannya bertentangan dengan norma hukum tetapi hukumannya
dalam al-Qur'an dan al-Hadits tidak dijelaskan secara rinci. Metode giyas
adalah metode yang digunakan ketika ada perbuatan seseorang yang
perbuatannya bertentangan dengan norma hukum. Kegiatan ini memiliki
karakteristik yang tidak boleh dilakukan. Di sisi lain, hukum giyas hanya

dapat ditegakkan oleh ulama yang tidak hanya memiliki ilmu yang luas,
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tetapi juga memenuhi sejumlah prasyarat lain untuk dapat merumuskan
hukum yang akurat.

. Jika terdakwa masih di bawah umur, maka pidana tidak dapat
dilaksanakan seluruhnya dengan cara yang sama seperti jika pelaku sudah
dewasa. Orang yang dapat dihukum adalah mereka yang telah memasuki
ketentuan baligh, yang menunjukkan bahwa mereka telah mencapai usia
kedewasaan dan mampu memahami makna hukum dan larangan yang
berkaitan dengan perbuatan yang mereka lakukan. Seseorang dalam
keadaan ini dikenal sebagai amukallaf, dan dianggap mampu bertindak
sesuai dengan hukum baik yang berkaitan dengan perintah Allah maupun
larangan-Nya. Hal ini didasarkan pada adanya unsur subhat yang menjadi
illat, yaitu tidak adanya nas yang secara langsung menunjukkan tentang
penjatuhan pidana dan pemidanaan terhadap anak di bawah umur, selain
itu didasarkan pada tidak termasuknya anak dalam Kategori Mukallaf,
sehingga dalam pidana dan pemidanaan menjadi tidak jelas, apakah anak
tersebut dijatuhi pidana, dikenai tindakan pendidikan, atau tidak dikenai
pidana sama sekali. Hukuman yang dapat dijatuhkan kepada anak Namun
ketentuan pemidanaan dalam hukum Islam tentang hukum ta'zr,
khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana anak, tidak dirumuskan
secara rinci sebagaimana halnya dengan pemidanaan dalam hukum pidana
Indonesia, yang artinya pelaksanaannya merupakan kewenangan hakim.
Hal ini terutama berlaku untuk kejahatan yang dilakukan oleh remaja.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hukuman ta'zr diterapkan tidak
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secara definitif, melainkan setelah mempertimbangkan situasi dan kondisi,
serta bagaimana terjadinya perbuatan Jarmah, kapan kejahatan itu
dilakukan, siapa pelakunya. kejahatan itu, dan sanksi apa yang pantas
dijatuhkan untuk menjamin perdamaian atau kemaslahatan rakyat.
B. Saran
Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis mencoba memberikan
kontribusi saran sebagai berikut:

a. Khusus dalam hal ini, pengaturan pemidanaan dalam hukum Islam tentang
hukum ta'zr, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana anak, tidak
dirumuskan secara rinci sebagaimana halnya dengan pemidanaan dalam
hukum pidana Indonesia, sehingga pelaksanaannya merupakan
kewenangan hakim. . Hal ini terjadi karena aturan pemidanaan dalam
hukum Islam tentang hukum ta'zr, khususnya yang berkaitan dengan
kejahatan anak, tidak dirumuskan secara rinci. Oleh karena itu, dapat
dikatakan bahwa hukuman ta'zr dijatuhkan tidak dengan cara yang pasti,
melainkan dengan mempertimbangkan keadaan.

b. Perlu kita ketahui, menurut hukum Islam, bahwa yang melakukan tindak
pidana narkotika adalah anak di bawah umur. Banyak orang menganggap
narkoba sebagai salah satu zat yang paling berbahaya. Tidak ada
penyebutan secara langsung masalah narkotika baik dalam Al-Qur'an
maupun Hadits; namun, penyalahgunaan narkotika sama merusaknya, jika
tidak lebih, dari penyalahgunaan alkohol atau khamr. Ancaman hukuman

pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana dibedakan menurut
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perbedaan usianya sesuai dengan kerangka hukum Islam untuk sistem
peradilan pidana. Menurut tahapan usia ini, hukum pidana Islam
memberikan hukuman (sanksi) terhadap perbuatan melawan hukum
(jarmah) yang dilakukan oleh anak. Jika hukuman terhadap anak
dipandang sebagai hukuman untuk mendidik (ta'dibiyah), bukan hukuman
karena melakukan kejahatan, maka dia tidak dianggap residivis ketika dia
kembali melakukan kejahatan yang dilakukan sebelum balighnya lurus. ,

dan itu juga membuatnya lebih mudah melupakan masa lalu.
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Berikut ini, menurut berbagai peraturan perundang-undangan, yang

dianggap sebagai pengertian anak:

9)

h)

)

K)

Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak
Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang
belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih
dalam kandungan.
Anak menurut Kitab Udang —Undang Hukum perdata

Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang
belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.
Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan
belum meniakah. Seandainya seorang anak telah menikah sebalum
umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh
suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap
sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya
belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan
Anak

Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai
umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1
butir 2).
Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan

Pidana Anak

Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang
telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18
(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut :
"Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan
belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam
kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".
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Berikut adalah wuraian tentang cara yang dapat digunakan untuk
menyelesaikan ketentuan hukum narkotika dengan pendekatan giyas:

e. Al-ashl, adalah khamar, karena sesuatu yang ada hukumnya dalam
nash (al-Qur’an), sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah
ayat 90.

f. Al-far'u (cabang) adalah narkotika, karena nash saat ini belum ada
hukumnya, namun ada upaya yang dilakukan di khamar agar status
hukumnya setara dengan nash. Dalam konteks ini, narkotika disebut
sebagai al-msybbah. (yang disamakan).

g. Hukum ashl adalah khamar hukumnya haram, sebagaimana yang
tertuang dalam firman Allah (Q.S. Al-Maidah ayat 90), dengan itu
menjadi tolak ukur ketetapan hukum bagi cabang (al-far’u).

h. Al-lllat, karena efek berbahaya dari khamr bisa memabukkan,
menyebabkan seseorang kehilangan akal dan melupakan Allah SWT
dalam prosesnya. Sementara itu, narkotika dianggap faru karena
tidak ada nash secara hukum, dan narkotika setara dengan khamr
dalam hal kemampuannya untuk membuat orang mabuk.



